
                         

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SULAWESI  TENGAH 
 

NOMOR  : 11 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   

PROVINSI SULAWESI  TENGAH TAHUN 2026   
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SULAWESI  TENGAH, 
 

Menimbang  :   a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf i dan ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa penyusunan 

rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah mencakup 

penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

berdasarkan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud sesuai hasil 

reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan 

kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras 

dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah, dipandang 

perlu menetapkan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  huruf a, 

perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Pokok-Pokok Pikiran 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi Sulawesi  Tengah 

Tahun 2026;  
  

Mengingat    :   1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), 
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sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2018 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6187); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukann Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6847); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

5. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 

901); 

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi  

Tengah  Nomor  1  Tahun  2024 tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah.  

 

Memperhatikan :  Hasil Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah pada Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan  

Kedua Tahun Kesatu Tanggal  21 Maret 2025. 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG     

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI SULAWESI  TENGAH TAHUN 2026. 

 

KESATU  : Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sulawesi  Tengah Tahun 2026 tercantum dalam lampiran keputusan 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

KEDUA          :   Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun RKPD Tahun Anggaran 

2026, selanjutnya untuk ditindaklanjuti menjadi rumusan 

pertimbangan dalam mempersiapkan Raperda tentang APBD, 

perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

KETIGA   :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

     Ditetapkan di Palu 

     pada tanggal 21 Maret 2025 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

KETUA, 

 

 

 

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM 
 
                                                                                                                               

Salinan sesuai dengan aslinya 

 SEKRETARIS DPRD PROVINSI 
 SULAWESI TENGAH, 

 
 

 
 SITI RACHMI  AMIR SINGI, S.Sos., M.Si 

 Pembina Utama Muda  

       NIP. 19700324 199503 2 006 
 

 

 

 

 


